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BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 84 TAHUN 2021
TENTANG

STRUKTUR QRGANISAS] DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABIUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menterd

1.

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birckrasl Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional perlu lakukan penyesuaian tugas pokok,
fungst dan struktur pads Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang scbagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir, dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 wnlang Perubahan Kedua Alas Pematurzn
Daerah Nomor 1} Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Pcrangkat Dacreh Kabupatcn
Bengkayang yang menyatakan bahws kotontuan
lebih  lanjut mengenar  kedudukan, stisunan
organisasi, tugas pokok den fungsi tata kerja
Perangkart Daerah, staf ahli, UPT Dinas dan Badan,
Rumah Salit dan Puskesmas diatur dengan
Feraturan Bupati;

bahwa dalam rangka mewujudkan birgkrasi yang
dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan
efektivitas dan elisiecnsi guna mendukung kinecrja
pemenntah daerah, perlu dilakukan
penyederhanaan birokrasi melalui  penyelarsan
jabatan edministrasi ke dalam jabatan fungsional;

. bahwa berdasarkan perlimbangan scbagaimana

dimsaksud dalam huraf a, huruf b, dan buruf c,
perlu  menetapkan TPeraturan Bupati tentang
Struktur Organmisasi den Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten
Bengkayang;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten Daerah  Tingkat 1



Bengkayang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Namor 44, Tambahan [Lembaran
Negara Republhik Indonesia Nomor 3823);

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengrgarmmen Negara yvang Bersih dan Bebas dar
Kormpsi, Kolusi dan Nepousme {Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembarat Negara Republik
[ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lenabararn Negara Republik [ndonesia Nomor 4438)
sebagamana telah diubah dengan Peraturan
Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor ]
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Descasc 2019 [{COVID-19)
dan/ataun dafam Rangka Menghadapi Ancaman
yvang Membahayakan Perckonomian Nasional
dan/alaw Stabilitas Sistem Keuangan (Lemberan
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 5485j,

Undang-Undang Noemor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201}
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemor 5234) sehbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturen
Perundang-Undangan (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaren Negara Republik Indonesia Normor 6398);
Undang-Undang Nomor § Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2014  Nomor 6, Tambghan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik
Indenesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lembaran WNegara Republik Indonesia Nomor
3587)sebagaimana telah diubah beberapa kali,
teraichir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Ntgara
Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indvnesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemcerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Ncgara



10.

11,

12,

13.

Republik Tndonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 5887) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 1B Tahun 2016 Tentang Perangkat Dacrah
{Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lcmbaran Negara Repubtik
indonesia Nomor 6402),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah
(Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubshan Atas Peraturan Menterd
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tcntang
Pembentukan Produks Hukum DBaerah (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Dacrah Bidang Pendidikan dan
Kcbudayaun (Berita Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1519) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudavaan Naomor 16 Tahun 2018 tentang
Perubimban Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudeyuan Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Pedomnan OQrganisasi Perangkat Daerah Bidang
Pendidikan dan Kcbudavaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tatiun 2018 Nomor 652),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019  tentang  Klasifikasi, Kodeflikasi  dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Kevangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomaor 1447}

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birckrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraagn JJabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungpsional {Berita Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2021 Nomor S25);

Peraturan Menteri Pendayagunsan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Taehun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instans:
Pcmerintah  Untuk  Penyederhanaan  Birokrasi
(Benita Negara Republik I[ndonesia Tahun 2021
Nomor 546},

Peraturan Daerah Normor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Dacrah
Kubupaten Bengkayang  {Lembaran Dacrah
Kabupaten EBengkayang Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Noumor 11) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dacrah
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraluran Daergh Nomaor 11 Tahun 2016
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tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Dacrah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

N

A L

N

10.

11.

12.

13.

Pemerintahan Dacrah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh
Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.

Bupati adalah Bupati Bengkayang.

Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan adalah Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD
adalah Unsur Pelaksana Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang yang berada di Kecamatan.
Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang
Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan
organisasi.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan,

Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian
tugas Pemerintah Kabupaten Sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada pemerintah Kabupaten Bengkayang,

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada pemerintah Kabupaten Bengkayang.
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14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktaral.

15, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sclanjutnya disingkat PTK
adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen,
konselor, parmong bclajar, widyaiswara, tutor, instruktur, [asilitator
dan sebulan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan
Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengalxdikan
diri dan diangkat untuk menunjang penyclenggaraan pendidikas.

16. Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang selanjutnya
disingkat PAUDNI adalah jenjang pendidikan sebelum jenjeng
pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang
ditujukan bagi anak scjuk lahir sampai dengan usia enam tahun
vang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani
agar anak memiliki Kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih
lanjut, yang diselenggarukan pada jalur formal, noniormal dan
informal.

BAB 11
KEDUDUXAN, TUGAS POKCK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  Bengkayang
berkedudukan di bawah dan dertanggung jawab kepada Bupati dan
sccarya tekmis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bapgian Kedua
Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayasn Kabupaten Bengkayang mempunyai
tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar dibidang pendidikan dan urusan pemerintahan
wajib yang tidak berkaitan dcngan pelayanan dasar dibidang
kebudayaan.

Pesal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sehegaimana dimaksud dalam Pasal

3, maka Dinas Pendidikan dan Kcbudayaan Kabupaten Bengkayang

menycelenggarakan fungs: sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program di bidang
pendidikan dan kebudayaan;

b. pemberian pelayanan dibidang penjinan dan pelayanan umum
dibidang pendidikan dan kebudayaan;
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(1)

{2)

kerjasama antara Kubupatcn/Kota dibidang pendidikan dan
kcbudayaan,

penyutuhan, pelatihan dan penclitian  dibidang pendidiken dan
kebudayaan,

pengkourtinasian  pengawasan dan pengendalian  terhadap
pelakeanaan tugas dibidang pendidikan dan kebudayaan;

pembinaan terhadap Kepala Pendidikan Anak usia Dimi, Taman
Kanak-Kanak, Sckolah Pasar, Sekolah Menengah Pertama, di jajaran
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupet dibidang
pendidikan, olahraga pelajar, pramuka dan kebudayaan.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Pasal 5

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Bengkayang, terdini dari
a. Kepala Dinus;
b, Seckretacial, membawahi;
1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
¢. Bidang Pembinuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Non Formal, membawahi;
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Kelembagaan dun Sarana Prasarana.
d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi;
t. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Kelembagauti dan Sarana Prasarana.
e. Bidang Pembinaan Sckolah Menengah Pertama, membawahi;
1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Kelcmbagaan dan Sarana Prasarana.
Bidang Kebudayaan.
Bidang Pembinaan Ketenagaan.
Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bugan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar peraturan Bupati imi.

- F m H

Bagian Keempat
Kepala Dinas Pendidiken Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang

Pasal &

Kepala Dinas Pendidikan den Kebudayaan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal S ayat {1) huruf a, adulah unsur pimpinan yang mempunyai
tugas memimpin, membina, rmengkoordinasikan, menyelenggarakan
tugas Pokok dan Fungsi Dinas, mengevaluasi dan mengendalikan
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kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
berdasarkan kebijakan Bupati.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas
melaksanakan dan mengatur pengkoordinasian dan konsultasi
kepada semua unsur di lingkungan atau intern Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.

{2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan program kerja;

pengelolaan surat menyurat, ketatausahaan dan kearsipan;

pengelolaan administrasi keuangan,

pengelolaan administrasi sarana dan prasarana;

pengelolaan urusan rumah tangga;

pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang terkait

dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan

g peclaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.

D L B L

Pasal 9

(1) Sckretaris scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),
membawahi Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
scorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah
tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum,
hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta
pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.



(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi scbagat berikut:

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Baglan
Administrasi Umum dan Kepecgawaian;

b. pelaksanaan urusan tata usaha dan kecarsipan;

c. pelayanan administrasi perjalanan dinas, peclayanan
ekomodasi tamu, hubungan masvarakat dan keprotokolan;

d. pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan
lingkungan kantor;

e. penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan
pengembangan pegawai;

I. penviapan behan dan melaksanakan prosea administrasi
kepegawaian wmeliputi  kenaikan pangkat, Kenaikan ¢aji
berkala, pecmberhentian, mutasi, pensiun dan cuts,;

g penylapan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai
meliputi pembinaan  disiplin,  pengawasan  mclekat,
kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargean dan
kedudukan hukum pegawai,

h. penyiapan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan
peraturan perundang-undangan setrta evaluasi kelembagaan
dan ketatalaksanaan;

1. penyiapan bahan dan mengelola tata usaha kepegawalan
meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas
kepegawaian dan rekapitulasi absensi;

i+ penyusunan Standar Operasional Prosedur {SCGP) pada Sub
Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;

k. pclaporan dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas
kepada pimpinan sesuai standar yang ditetapkan; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai

bidang tugas.

Bagian Keenam
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non
Formal

Pasal 11

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢, adalah
unsur pelaksana yang dipimpin olch seorang Kepala Bidang yang berada
dan bertanggung juweb langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
mempuinyai tugas pokuk menyiapkan behan, merumuskan kebijakan
teknis serta melaksanakan pembinaan Pendidikan Anak Usie Ditv
dan pendidikan Non Format.

{4} Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Non Formal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
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(1)

()

(1)

(2)

a. penyusunan program kerja di bidang Pembinaan PAUDNI dan
Pendidikan Non Formal,

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang
Pembinaan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal;

c. pembinaan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang
PAUDNI dan Pendidikan Non Formal,

d. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pembinaan PAUDNI dan
Pendidikan Non Formal sesuai peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku;

c¢. pemberian saran dan pertimbangan terhadap pemberian
rekomendasi dibidang perizinan;

f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pembinaan PAUDNI dan
Pendidikan Non Formal,

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang Pembinaan PAUDNI
dan Pendidikan Non Formal, dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan kepada
bidang Pembinaan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal terdiri dari:

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian; dan

b. Secksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

Seksi sebagaimana di maksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Bidang,

Pasal 14

Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang Pembinaan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal dalam
penyusunan dan pengembangan Kurikulum dan Penilaian PAUDNI
dan Pendidikan Non Formal.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Seksi Kurikulum dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program dibidang Kurikulum dan Penilaian
PAUDNI dan Pendidikan Non Formal;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang
Kurikulum dan Penilaian PAUDNI dan Pendidikan Non Formal;

¢c. penyiapan bahan dan fasilitasi kegiatan, pembinaan dan
pengawasan dibidang Kurikulum dan Penilaian PAUDNI dan
Pendidikan Non Formal;



(1)

(2)

d. penyiapan bahan penctapan penilaian terhadap PAUDNI dan
Pendidikan Non Formal yang ada di lapangan;

e. pelaksanaan monitoring, ecvaluasi dan pelaporan pelaksanan
Kurikulum dan Penilaian PAUDNI dan Pendidikan Non Formal;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Kurikulum dan
Penilaian PAUDNI dan Pendidikan Non Formal; dan

g. pelaksanaan fungsi lain dibidang Kurikulum dan Penilaian
PAUDNI dan Pendidikan Non Formal yang diberikan Kepala
Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Pembinaan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal
dalam mengembangkan Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUDNI
dan Pendidikan Non Formal.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUDNI dan
Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana program dibidang Kelembagaan dan Sarana
Prasarana PAUDNI dan Pendidikan Non Formal;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan PAUDNI
dan Pendidikan Non Formal, pengembangan sarana dan
prasarana pendidikan;

¢. peyclenggaraan pembinaan dan pengawassan terhadap
pengelolaan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal;

d. penyusunan rencana pengembangan dan pemeliharaan Sarana
dan Prasarana PAUDNI dan Pendidikan Non Formal;

e. penyelenggaraan pendayagunaan Sarana dan Prasarana PAUDNI
dan Pendidikan Non Formal;

f. penyiapan bahan pertimbangan teknis kajian terhadap
pemberian rekomendasi izin PAUDNI dan Pendidikan Non Formal
yang diselenggarakan oleh masyarakat;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengelolaan serta pengembangan dan pendayagunaan sarana
dan prasarana PAUDNI dan Pendidikan Non Formal:

h. pemberian sarana dan prasarana PAUDNI dan Pendidikan Non
Formal; dan

i. pelaksanaan fungsi lain dibidang Kelembagaan dan Sarana
Prasarana PAUDNI dan Pendidikan Non Formal yang diserahkan
Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
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Bagian Ketujuh
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Pasal 16

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf d, adalah unsur pelaksana yang dipimpin olech scorang
Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Dinas.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 17

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
dalam menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis bidang
Sekolah Dasar, Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan Sarana
Prasana serta peningkatan mutu, mengelola program manajemen
Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sckolah Dasar.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Pembinaan Seckolah Dasar menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:

a. penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang
Pembinaan Sekolah Dasar;

¢. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang
pembinaan Sekolah Dasar;

d. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pembinaan Sekolah
Dasar;

€. penyiapan pertimbangan teknis/ kajian terhadap pemberian
rekomendasi dibidang Perizinan dan pelayanan umum Bidang
Pembinaan Sekolah Dasar,

f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
tugas dan fungsi dibidang Pembinaan Sekolah Dasar; dan

g. pelaksanaan fungsi lain dibidang Pembinaan Sekolah Dasar yang
diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pasal 18

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagimana dimaksud dalam
Pasal 17, terdiri dari:

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
olech Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala
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(2)

(1)

(2)

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam penyusunan dan
pengembangan Kurikulum dan penilaian terhadap Sekolah Dasar.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Kurikulum dan Penilaian menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:

a. penyusunan rencana program dibidang Kurikulum dan Penilaian
Pendidikan Sekolah Dasar,

b. penylapan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang
Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Sekolah Dasar;

c. penyiapan bahan dan fasilitasi kegiatan, pembinaan dan
pengawasan dibidang Kurikulum dan Penilaian Pendidikan
Sekolah Dasar;

d. penyiapan bahan penetapan penilaian terhadap Pendidikan
Sckolah Dasar yang ada di lapangan;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan
Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Sekolah Dasar;

[. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Kurikulum dan
Penilaian Pendidikan Sekolah Dasar; dan

g pelaksanaan fungsi lain dibidang Kurikulum dan Penilaian
Pendidikan Sckolah Dasar yang diberikan Kepala Bidang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu
Bidang Pembinaan Sckolah Dasar dalam mengembangkan
Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sckolah Dasar.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana program dibidang Kelembagaan dan Sarana
Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan Pendidikan
Sekolah Dasar, pengembangan sarana dan prasarana
pendidikan;

¢. peyelenggaraan pembinaan dan pengawassan terhadap
pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;

d. penyusunan rencana pengembangan dan pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar;

e. penyelenggaraan pendayagunaan Sarana dan Prasarana
Pendidikan Sekolah Dasar;

f. penyiapan bahan pertimbangan teknis kajian terhadap
pemberian rekomendasi izin Sekolah Dasar yang diselenggarakan
oleh masyarakat;
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g. pclaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pclaksanaan
pengelolaan serta pengembangan dan pendayagunaan sarana
dan prasarans Pendidikan Sekolah Dasar;

h. pemberian sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar; dan

i. pclaksanaan fingsi lain dibidang Kelembagaan dan Sarana
Prasarana Pendidikan Sekevlah Dasar yang diberikan Kepala
Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Bidang Pembinuan Sckolah Menengah Pertama

Pasal 21

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, adalah unsur pelaksana yang dipimpin
olch seorang Kepala Bidang yeng berada dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Dinas.

{0

(2)

Pasal 22

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertarna sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas membantu Kepaia

Dinas dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

menyetenggarakan fungsi sebagal benkut:

&, penyusunan program  kerja Bidang Pembinaan Sekolah
Mcnengah Pertama;

b. penyiapan bahan dan pecrumusaan kebijakan teknis dibidang
Pembinaan Sckolah Menengah Pertama;

c. pembinaan terhadep penyelenggaraan Pendidikan Sckolah
Menengah Pertama,

d. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama;

e. penyiapan pertimbangan teknis/ Kajian (erhadap pemberian
rekomendasi dibidang Perizinan dan Pelayunan Umum Bidang
Pernbinaan Sekolah Menengah Pertama;

. penyelenggaraan manitoring , evaluasi dun pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan [ungsi dibidang Pembinaan Sekolah
Menengah Perlama;

B pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
Pendidikan dan Kcbudayaan berkenaan dengan tugas pokok dan
fungsi dibidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan

h. pelaksanaan fungsi lain dibidang Pembinaan Sckolah Menengah
Pertama yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 23

Bidang Pembinaan Seckolah Menengah Pertama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari :

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam penyusunan
dan pengembangan Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Seksi Kurikulum dan Penilaian menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:

a. penyusunan rencana program dibidang Kurikulum dan Penilaian
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang
Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama,

c. penyiapan bahan dan fasilitasi kegiatan, pembinaan dan
pengawasan dibidang Kurikulum dan Penilaian Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama;

d. penyiapan bahan penetapan penilaian terhadap Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama yang ada di lapangan; dan

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan
Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang
berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Kurikulum dan
Penilaian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan

g. pelaksanaan fungsi lain dibidang Kurikulum dan Penilaian
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diberikan Kepala
Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam
mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama.
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan
fungsi scbagai berikut:

a. penyusunan rencana program dibidang Kelembagaan dan Sarana
Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama, pengembangan sarana dan
prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

¢. peyelenggaraan  pembinaan dan pengawasan terhadap
pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,

d. penyusunan rencana pengembangan dan pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

¢. penyelenggaraan pendayagunaan Sarana dan Prasarana
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

f. penyiapan bahan pertimbangan teknis kajian terhadap
pemberian rekomendasi izin Sekolah Menengah Pertama yang
diselenggarakan oleh masyarakat;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengelolaan serta pengembangan dan pendayagunaan sarana
dan prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

h. pemberian sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama; dan

i, pelaksanaan fungsi lain dibidang Kelembagaan dan Sarana
Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diberikan
Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Bidang Kebudayaan

Pasal 26

Bidang Kebudayaan sebagaimana dimksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
f, adalah unsur pelaksana yang dipimpin olch seorang Kepala Bidang
yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan.

Pasal 27

(1) Kepala Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib
dibidang Pendidikan dan Kebudayaan khususnya pembinaan di
bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, Sejarah dan Tradisi serta
Kesenian.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja Bidang Kebudayaan,
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b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang

Kebudayaan;

pembinaan dibidang Kebudayaan,;

d. pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan dibidang
Kebudayaan;

e. penyiapan pertimbangan teknis/ kajian terhadap pemberian
rekomendasi Penerbitan Perizinan dibidang Kebudayaan;

f. melakukan monitoring , evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan yang berhubungan dengan tugas
pokok dan fungsi bidang Kebudayaan; dan

h. melaksanakan tugas lain dibidang Kebudayaan vang diberikan
oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

12

Bagian Kesepuluh
Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 28

Bidang Pembinaan Ketenagaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf g, adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang vang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 29

(1) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan penyusunan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
tenaga kependidikan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal,
pembinaan tenaga Kependidikan Sekolah Dasar serta Tenaga
Kebudayaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dibidang Pembinaan Ketenagaan;

b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang pembinaan tenaga kependidikan PAUDNI
dan Pendidikan Non Formal, tenaga kependidikan Sekolah Dasar
dan tenaga Kebudayaan;

c. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan tenaga
kependidikan PAUDNI dan Pendidikan Non Formal, tenaga
kependidikan Sekolah Dasar dan tenaga Kebudayaan;

d. penyusunan bahan rencana kecbutuhan tenaga kependidikan
PAUDNI dan Pendidikan Non Formal, tenaga kependidikan
Sekolah Dasar dan tenaga Kebudayaan,
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¢. penyusunan bahan pembinaun tenage kependidikan PAUDNI dan
Pendidikan Non Formal, lenaga kependidikan Sekolah Dasar dan
tenaga Kebudayaan;

{, penyusunan  bahan rckomendasi pemindahan tenaga
kependidikan )intas kabupaten/ kota dalam satu provinsi,

g. penyusupan bahan pemantauan dan evaluasi di  bidang
pembinaen tenaga kependidikan PAUDNI dan Pendidikan Non
Formal, tenaga kependidikan Sekalah Dasar dan tenaga
Kebudayaan;

h. pelaporan di bidang pembinaan tcnage kependidikan PAUDNI
dan Pendidikan Non formal, tenaga kependidikan Sckolah Dasar
dan tenaga Kebudayaan; dan

. melaksanakan tugas lain dibidang pembinaan Kectenagaan yang
diberian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuail
dengan tugas pokok dan fungsinys.

Bagian Keschelas
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 3¢

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf h, dipimpin cl¢h seorang kepala UPTD yang merupakan unsur
pimpinan dari jabatan fungsional guru berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
melalui Sekretaris.

(1)

{2}

(1)

(2)

Pasal 31

Unit Pelaksansan Teclmis Dinas (UFTD) sebagaimana dimaksud
dalam Pasul 30, mempunyai tugas pokok memimpin kegiatan teknis
operasional di Hngkungan UPTD dan mengawasi kegiatan beclajac
mengajar  berdasarkan  ketentuan perundang-undangan dan
kurikulum yang berlaku.

Ketcrituan mengenai pembentukan, tugas, fungsi struktur organisasi
dan tata kerja Unit Pelaksanu Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BARB 11
KEDUDUKAN DAN TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Kclompok Jabatan fungsional schagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat {1) huruf i, yang diangkat berdaserkan penyetaraan jabatan
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan

dengan pelayanan teknis fungsional.
Pengangkatan dan pelantikan melalui penyctaraan jabatan

dilakukan scsuai dengan rekomcendasi penclapan persetujuan dari
kementerian  terkait sesusi  ketentuan peraturan  perundang-
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undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung
kepada Pejabat Administrator.

(4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah vyang dilakukan
penyectaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi
tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat
pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau
Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

(5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan
serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Kelompok  Jabatan  Fungsional yang diangkat melalui
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional
berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang
berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan
dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme
penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan
jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan
penghasilan Penyctaraan Jabatan,

(2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki
disctarakan dengan kelas Jabatan Administrasi vang diduduki
scbelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan
Penyetaraan Jabatan.

(3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi,
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kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikut) peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengena kelas Jabatan
Fungsional tergebut.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 35

{l] Kepala Perangkat Daecrah diangkuat dan diberhentikan oleh Bupatl
dari Pegawai ASN yang memenuhi persyararan scsual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawal
ASN yang memenuhi persyaralan sesuai ketentan peraturan
perundang-undangsn.

{(3) Pengangkatan dalam jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah
memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan
pecaturan perundang-undangan.

{4) Dalam rangka pcmbinaan den pengcmbangan karir, masa jabatan
bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

{3) Pormasi Pegawai ASN di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah
disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasul 36

(1) Pcjabat Administrasi yang mengelami Penycluraan Jabatan
melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengeloluan kegiatan
sesual dengan bidang tugasnya, sampai déengan peraturan yang
mengalutr mengenai penyederhansan birokrasi berlaku.

(2) Pelaksanasn mekanisme koordinasi den pengelolaan Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pelimpahan
sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi
pratama sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

{3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan  kegiatan
scbagaimana dimaksud pada ayat {1}, diberikan nilai Angka Kredit
25% {dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk
kenaikan pangkat selingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas
pokek dalam penetapan Angke Kredit, yang diperhitungkan sebagai
unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan prolesi.

BAB V
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan
Kelompok Tenaga Fungsiunal wajib mencrapkan prinsip keordinasi,
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integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta
dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
masing-masing.

Pasal 38

Setiap satuan organisasi dilingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi
bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahannya,

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan
menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 40

(1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

(2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 41

(1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan tugas
desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten.

(2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Tugas
Pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.



BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh
Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenjang Jabatan dan Jenjang Kepangkatan serta susunan
kepegawaian diatur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 43

Pelaksanaan penyelengaraan pendidikan menengah yang bukan menjadi
urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten atau tugas pembantuan
dilaksanakan sesuai dengan Peraturaan Perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh ASN beserta
pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati
Bengkayang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33
Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat
baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupat
Bengkayang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33
Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 1o peSember 2021

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS
Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal Jo Pedember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

OBAJA
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR: 43
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